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KAJIAN KRITIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGEN
PADA TINDAK PIDANA PERTANAHAN

I . PENDAHULUAN

Masalah pertanahan dewasa ini sudah menempati
posisi vyang cukup rawan dalam praktek hukum positip di
Indonesia,pernyataan ini diungkap jika dikaitkan semakin
banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di ¥alangan
masyarakat.

Magalah vang terjadi tidak hanva vang berkaitan
dengan masalah perdata saja namun lebih dari itu
masalah persengketaan tanah masuk dalam lingkup hukum
perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi serta
seringkali  menimbulkan dampak sosial’ vang culktup
memprihatinkan.

Penanganan dalam masalah pertanéhan ,pihak
pemerintah telah melakukan berbagai usaha .dalam berbagai
bidang hukum yvang tujiuvan akhirnyva adalah mencapai kepada
pemanfaatan  dan penggunaan vang sesual dengan Catur
Tertib pertanahan yaitu:

a. Tertib di bidang hukum pertanahan

b. Tertib di bidang administrasi pertanahan

¢. Tertib di bidang pengguanaan tanah

d. Tertib di bidang pemeliharaan tanah dan
lingkungan hidup.

Penggunaan pranata hukum baik vang =ifatnya
regulatif opreventif maupun regulatif represif telah




diberlakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut
di atas, namun kenyataannya dalam praktek menunjukkan
tindak pidana pertanahan ini semakin marak saja.Kondigsi
ini Justru semakin tidak menguntungkan mengingat dalam
masalah tindak pertanahan ini dampaknya tidak hanya
berifat personal tapi lebih luas dari hal tersebut.

Keseriusan dalam menelaah kejahatan pertanahan
inl mengingat bahwa tindak pidana ini mempunyéi ciri -
ciri sebagai berikut:

1.Kejahatan ini cenderunsg dilakukan oleh orang-
orang vang mempunyval kekuatan ekonomi maupun
gosial,sehingga kejahatan ini membutuhkan hal
khusus dalam penanganannya.Xejahatan demikian
dapat disebut sebagai kejahatan dalam konteks
powerfull crimes.

2.Kejahatan ini dalam prakteknya banyak
dilakukan melewati kisi-~kisi atau lorong dari
hukum, sehingga dalam penanganannya terkadang
sulit untuk dibuktikan kebenarannya.Kisi-kisi
hukum administrasi yang berongga dimanfaatkan

oleh pelakukejahatan pertanahan, sehingga
memunculkan kesan ilegal tapi bukan kejahatan
(crime).

3.Kejahatan pertanahan ini tidak memunculkan
korbannya secara langsung sebagaimana kejahat
an powerless (kejahatan jalanan).Korban dalam
kejahatan pertanahan satu rosisl vang
inviaible vietim atau korban vang tak
terlihat,korban tidak nampak secara langsung.
Korban dalam skala tertentu bahkan tidak
terasa bahawa dirinva menjadi korban dari
kejahatan tersebut.




4.Akibat yang muncul dari kejahatan itu tidak
terlihat secara langsung dan =sulit untuk
dapat dipahami secara nyata oeleh
korbannya.Akihat vang ada baru muncul dalam
waktu vang lama sehingga korban tidak dapat

secara langsung dirinva menjadi korban dari
* kejahatan tersebut.

.Kejahatan pertanahan ini akibatnya semakin
tidak terasalkan karena harus muncul secara

n

kompulgif dalam tempo dan Jumlah yang banvak
bersamaan dalam waktu vang bersamaan, sehingga
Jika dilihat secara parsial akan sulit sekali
menyatakan hal itu sebagai kejahatan ataukah
tidak.,sebab akibatnya belum muncul.

Dari sifar-sifat atau oiri  khas kejahatan

vertanahan ini maka kejahtan ini dapat dikelompcokkan ke

kejahatan vabg bersifat kejahatan powerfull ,hal

didasarkan kepada pendapat Graat wvan De Heuvel
sebagai berikut:

viewing my arguments I must admit I put more
emphasis on the crimes of the powerfull ason
those of the powerless.] Have some reasons for
doing so0.The damages of these crimes are much
larger as the crime of powerless.The victims of
these crimes seem invisgible but it is sosciety
in large that has suffer and to carry the
costs.Secondly, it expresases and propagates
social insentivity as a normal  attitude.A
Social insentivity works like a contagious
disease .When it got space, it spread
out.Thirdly,when corporate and govermental
crime pays,social development in general
frustated.Corporate and govermental crime
fascilitates directly and indirectly the crimes
of the powerless.]l have explaned the crime
inviting dimensions of corruption and
collusion.When the powerfull abuse
opportunities openly,the powerless will try to
do same. (Graat Van De Heuvel,1994:6)

Kejahatan pertanahan sebagal kejahatan

powerfull sebagaimana Graat mengemukakan pandangannya di
atas mempunyvail akibat yang tidak hanya bersifat konkrit
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berupa kerugian materiil,namun lebih lanjut kejahatan
inl menjadi semacam pola norma yang akan mempengaruhi
kelompok™ powerless” untuk meniru atau melakukan hal
vang sama atau kejahatan lain vang mengacu kepada norma
vang muncul dari powerfull crimes tersebut.

Akibat dari kejahatan pertanahan vang sifatnva
tidak nampak, tapi dapat memicu kejahatan lainnva vang
lebih Ybesar tersebut maka kejahatan ini menj)adili =angat
berbahava’.Unsur bherbahayanva adalah jika akibat maupun
perilaku Jjahatnya itu menjadi melembaga ~ atau
terinstitusi sehingga mengakibatkan perubahan atau bias
pandangan tentang kejahatan pertanahan dalam kaidah
norma masyarakat.Hal di atas diungkap oleh Graat dalam
rendapatnya berikut ini:

They go ahead in the crimes of +the - powerfull
and by doing so they stimulate also the crimes
of the poor.(Graat V Heuvel:1994:6)

Melihat dari keunikan serta besarnyva akibat
dari model kejahatan pertanahan ini maka perlu untuk
diungkap faktor-faktor kriminogen dalam kejahatan
pertanahan ini,hal ini merupakan upava pandangan Xkritis
untuk memahami kejahatan dari sudut strukturnya.

Pemahaman tentang faktor-faktor kriminogen
dari kejshatan pertanahan ini maka akan menjadi
sumbangan dalam penanganan masalah pertanahan bhalk dalam
proses kriminalisasi maupun proses penagakan
hukumnya.Sebab dengan demikian proses penanganannya akan
semakin Jelas hal apa yvang harus ditangani dan hal apa
vang harus dijaga agar tidak menjadi faktor krimino
gen daril kejahatan lainnya




IT.PERMASALAHAN

Permasalahan dalam mazsalah kejahatan pertanahan
ini adalah bhagaimanakah sesungguhnya faktor-faktor
kriminogen yvang memicu terjadinva atau raling
tidak merangsang terjadinya kejahatan pertanahan
tersebut.




II1.PEMBAHASAN
TIY.1.Typologi Kejahatan Pertanahan

Dalam membhahas faktor-faktor kriminogen dalam
kejajdatan pertanahan,maka perlu sekali untuk melihat
model-model kejahatan yang sering terjadi dalam tindak
pidana tergebut.hal ini berguna untuk mengunghkap
gtruktur ttama dari kejahatan pertanahan.

Kejahatan pertanahan banvak aekall
ragamnya,darl sudut hukum pogitip maka apa vang disebut
kejahatan tersebut dilihat dari apa vang dilarang oleh
hukum posgitip dan kemudian dilanggar . maka dalam
kejahatan pertanahan ini larangan-larangan 1tu adalah
sebagaimana diatur dalam program landreforn vans incinva
adalah:

AL Larangan tntull meogusa. -1 Tanah rertanian vang
me Laanr s bt

Lo Larangan pemilikan tanah secara abasentee;

¢.Redistribusi tanah-tanah vang selebihnva dari
batas maksimum, tanah-tanah vang terkena
absentee. tanah bekas swapradja dan tanah
negara lainnva;

d.Pengaturan soal pengembalian dan  penebusan
tanah—~tanah pertanian vang digadaikan.

e.Pengaturan kemball perdaniian bagl hasil tanah
partanian;:

f.Penetapan batas maksimom pemilikan tanah
pertanian disertail larangan untuk melakukan
rerbuatan-perbuatan vang mengakibatkan
pemecahan pemililkan tanah mendadi bagian yvang
terlampau kecil.

Larangan -larangan ini dalamaliran Jbositip
digunakan sebagail uvkuran Jjshat dan tidak Jjahat.hal itu
Jika dikaitkan dengan ancaman - ancaman vpidana vang
ditetapkan dalam peraturan-peraturan sebagai ‘berikut
ini:

1. Undang-undang Nomor 586 pre 1980 tentang
penetapan luas Tanah Pertanian. ’
Pasal 11 UU tersebut mengancam pidana
3 bulan kurungan dan/atau denda Rp. 10.000,
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Peraturan pemerintah No. 224 tahun 2161
tentanng Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
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Pemberian Ganti Kerugian.
Pasal 19 UU tersebut mengancan pidana 3 bulan
kurung- an dan/atau denda Rp. 10.000,-

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19680 tentang
- Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)
Pagal 15 UU tersebut mengancam denda Rp.
10.000, -

4. Undang-Undang Nomoe 15 PRP Tahun 1960 tentang
Larang- an Pemakaian Tanah Tanpa IJjin Yang
Berhak Atau Kekuasaannva.

Pasal 6 UU tersebut mengancam pldana 3 bulan
kurungan dan/s/atau denda Rp. 5000, -

5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentan%
Pendaftaran Tanah
Pasal 42, 43, 44 PP. tersebut mengancam pidan
3 bulan kurungan dan/atau denda Rp. 5000
sampai Rp. 10.000,-

Meskipun dari pandangan positivisme kejahatan
dalam masalah pertanahan tersebut diwakili apa vang ada
dalam peraturan pertanahan,tetapi dalam rrakteknva
kejshatan vyvang terjadi tidaklah selalu sama persis
dengan yang diatur.Dalam masalah kejahatan pertanahan
maka Jjenis kejahatan vang sering muncul adalah:

a. Pemilikan tanah melampaul batas vang di

perkenankan (tanah pertanian). penguasaan
tanah dengan cara ini selain mengganggu
optimal isasi lahan Juga dikhawatirkan
menimbulkan monopoli lahan., vang kesemuanya
akan mengganngu Prosegs pemerataan

remililkan tanah.

b. Pemillkan tanah secarsa absentee di luar
kecamatan dimana sobvek pemililk tinggal, hsal
Juga akan sangat berpengaruh kepada tilngkat
optimalisasi lahan.

Penguassan tanah secara tidak sah, hal ini
jelas merugikan kepentingan negara baik
masalah pemasukan negara maupun masalah
tertip administrasi.

I’

d. Tanah-Tanah vang tidalk didaftarkan, meskipun
sesungguhnyva termasuk katasgori wajib daftar
hal 1ini akan sulit untuk menentukan beban
pajak. serta mengganggu inventarisasi lahan.

Kejahatan pertanahan ini terkjadl tidak hanya
di daerah perkotaan tapi Juga di daerah
redesaan, pelakunya Juga dari kalangan vang cukup




heterogen,meskipun pada prinsgipnya mereka ada dalam
kelas powerfull baik sosial maupun ekonomi.Kejahatan ini
dilakukan oleh pelakunya dengan berbagai motif
penyebabnya,baik fator ekonomi,maupun faktor lainnyva.

Kejahatan pertanahan ini dalam prakteknva
berusaha untuk melanggar atau melawan pengaturan vang
gifatnya administratip,sehingga kemungkinan terjadinva
kejahatan pertanahan sangat bergantung kepada peran

administrasi pertanahan dalam memberikan rambu-
rambu. :

Mengingat vang dibutuhkan adalah kemampuan
pelaku untuk melanggar ketentuan radministrasi
pertanahan,maka sudah barang tentu bahwa pelaku harus
memiliki wawasan vang cukup luas untuk melakukan
rerbuatan tersebut.Di samping dari typologli di atas,.maka
kejahatan pertanahan Juga dilalukan dengan hantuan
dari aparat pemerintah atau setidaknya adanya
ketersangkutan pihak administrasi dalam kejahatan
tersebut.

Masyarakat vang menjadi korban dalam masalah
kejahatan pertanahan sendiri kurang merasakan terjadinya
suatu kejahatan,hal itu disebabkan karena akibat vang
timbul dari kejahatan ini tidak Tbegitu terasa oleh
magyarakat korban.Akibat dari kejahatan 1ini memang
gifatnya kompulsif,artinya bahwa keJjahatan inl secara
parslial memang tldak memunculkan akibatnya gecara
nyata,akibat haru teras jika kelahatan 1tu bergabung
dalam =atu komunitas vang banvak maka dkibatnya akan
terasa.Akibat dari kejahatan inipun mempunyai rentang
waktu vang lama,sehingga sulit merasakan adanva suatu
kerugian ataukah suatu akibat dari kejahatan.

Maayvarakat kurang merasakan akibat secara
langsung dari Lkejahatan pertanahan ini mengakibatkan
randangan masyarakat terhadar kejahatan pertanahan
inipun Juga menjadi kurang menekan.Artinya masyarakat
melihat kelahatan rertanahan ini tidak seberat
sebagalimana mereka melihat kejahatan di bidang lain yang
akibatnya terasa lebih nyvata.

Sebagal contoh masyarakat sangat mengecam
perbuatan tindak pidana vang diancam dengan tuduhan
rembunuhan, tetapi masyarakat tidak terlalu menekan dan
merasa marah Jika hal itu menyangkut kejahatan
pertanahan meskipun sesungguhnya akibat vang ditimbulkan
dari kejahatan pertanahan 1ini sama atu lebih bert
daripada keJJahatan lainnyva.

Adanya pandangan masvarakat vang kurang
memberi penekanan kepada kejahatan pertanahan.maka vang
demikian ini pada akhirnva masyvarakat tidak atau kurang
prhatian terhadar adanya kedahatan pertanahan di




lingkupnya.

III.Z.Faktor—Faktor Kriminogen Kejahatan Pertanahan

Tanah dewasa ini mempunyai nilai gtrategis
dalam kehidupan ekonomi masyarakat,hal ini tidak hanva
kaitannya dengan fungsi tansh sebagai 1lahan untuk
melakukan kegiatan kehidupan dan mata wpenscasharian,di
- sampling 1tu tanah menjadi stratemis karena Jjumlahnva
vang relatlip tetap tidak mampu mengimbangi dengan
bertambahnva penduduk.Kebutuhan ini semakin hari tentu
akan semakin kuat,sehingga semua orang bherlomba-lomba
untuk menguasai lahan pertanahan seluas-luasnva.

Untuk mengimbangi kondisi kebutuhan lahan tanah
ini kemudian dilakukan penataan dan pengaturan

gebagaimana termaktub dalam GBHN RI tahun 1988 berikut
ini:

“Tanah mempunyai fungsisosial dan pemanfaatannya
harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata
ruang dan tata guna secara nasional sehingga
remanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara
berbagai Jenis penggunaan dengan tetap
memelihara kelestarian alam dan lingkungan
serta mencegah penggunaan tanah vang merugikan
kepentingan masyrakat dan kepentingan
pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan
prenataan kembali pengguanaan, penguasaan, dan
pemilikan tanah termasuk pengalihan hak
atas tanah."”

Selain itu berbagal peraturan pelaksanaan
diusahakan Juga untuk menekan kemungkinan terjadinya
kejahatan ataupun pelanggaran pertanahan.namun hal itu
ternyvata kurang mampu untuk mentadl alat pencegeah.Tansah

tetap saja menjadi obyek vang menarik untuk menjadi

sasaran kejahatan.

Pelaku melakukan kejahatan pertanahan tentu
saja memang karena adanya dorongan kebutuhan akan lahan
pertanahan baik untuk pertanian.pekarangan ataupun untuk

kepentingan lainnya.Di samping itu kebutuhan ini menjadi




tak terimbangi manakala dihadapkan kepada Jjumlah lahan
vang sesual dengan kebutuhan tersebut,sehingga akibatnva
- pelaku baik secara perorangan m.aupun dalam bentuk
korporasi berusaha untuk mendapatkannva dengan segala
. cara vang mungkin ditempuh.

: '

Cara atau means vang telah ditetapkan dalam
arus adhinistrasi hukum pertanahan,menata bagaimana
sesorang dapat atau seharusnva berperilaku dalam
menggunakan atau mendapatlkan hak atas tanah.Pelaku
melihat ini sebagai satu rambu-rambu vang dirasakan
mempersulit kebutuhannnya vang tidak biza ditawar lagl
sehingga akibatnya dilakukanlah vproses transaksi tanah

vang lilegal melawan hukum administrasi ini.

Pelaku melakukan itu didorong cleh kebutuhan
vang seharusnya terpenuhi,dan kemudian proses demikian
dilanjutkan dengan norma hukum wperdata dimana pihak
pendual mendapatkan prestasi berupa  pembayaran dari
plhak pembell, dan pihak pembeli mendapatkan
tanahnva.Norma yvang tertanam dari hukum perdata sebagal
gebaglian norma besar kegiatan ekonomi tidak memunculkan
satu pencelaan ataupun suatu penegasan negativ  suatn
rerbuatan yang telah dilakukan dengan kesepakatan,tanpa
raksaan dan tidak ada kerugian pada masing-masing pihalk
maka transakai yang demikian ini Jauh sekali dari
perkataan "kejahatan”.Pandangan ini sedikit banyak

sesual dengan pandangan dari Alf Ross sebagail berikut:
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The punishment is an expression of disapproval
of the action for wich it is imposed (Alf Ross:
:88)

/

Sesorang dianggap perlu untuk mendapatkan
sanksi pidana baik berupa penjara.denda ataupun kurungan
seharuanya atas suatu kondisi dimana perbuatan yang
dilakukannkya merupakan perbuatan atau tindakan yang
dicelakan oleh magyarakatnya.Pencelaan terhadap
perbuatan vyang dilakukan oleh pelaku ini kemudian

dikenalkan satu sanksi kepada pelaku.

Dalam hukum pertanahan vang wilavah norma
hukumnyva tidak hany ada pada hukum administrasi
sa) tetapi Juga pada juga pada hukum perdata.maka untuk
melakukan suatu peneelaén ini menjadi sulit karena norma
hukum dari masing-masing hulkum ternvata Juga tidak
gselalu menjadi satu pandangan norma yanz utuh.Proses
vang ditangkap pelaku dalam pertanshan adalah adanys
satu kebutuhan ditanggapi dengan adanva satu
penawaran,maka kemudian diikuti dengan proses jual beli

ataun transaksi.

Pelaku lebih melihat hal ini sebagal suatu
transaksi bisinis biasa vang masuk dalam kaldah hukum
perdata.Kaidah hukum perdata ternyata tidak memberikan

suatu pelarangan atau penistaan sepandang hal itu
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dilakukan dengan ketentuan perikatan vang wajar.Pelaku
tidak merasakan bahwa hal vang dilakukannya dalam

transaksi ini suatu hal vang dianggap jahat.

groses dalam hukum pertnahanpun sering dilihat
para pelaku hukum perftanahan sebagai suatu hubungan
antara individu pemilik dan pembell,sehingga kurang
melibatkan hak dari masyarakat luas akan fungsi sosial
dari tanah tersebut.Hubungan yang individualis ini
menyebabkan transaksi lebih ditekankan kepada norma
perdata khususnya norma bisnis saja ketimbang norma lain

vang menvangkutpautkan keberadaan masvarakat dalam

konteks fungsi sosial tadi.

Pembahasan di atas tadi lebih menekankan kepada
aspek pribadipelaku kejahatan,vang dalam hal ini
ditekankan kepada adanyva norma ganda dalam masalah
rertanahan.Dalam pembahasan beriltut dibahas lebih lanjut
mengzenai posisi hukum pertanahan sendiri.Progeg hukum
pertanahan adalah satu proses vang ditandal dengan gatu

birokrasi ataupun =istim administrasi.

Sebagai satu pranata hukum maka hukum
pertanahan ini mempergunakan sistim administrasi ini
untuk mencapal satu titik tujuan vaitu seprti apa vyang
ingin dicapail dalam Catur tertib pertanahan.Berhasil
tidaknya pencapaian ini sangat digantungkan kepada

sistim administrasi pertanahan.
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Membahas masalah kejahatan pertanahan dalam
kailtannya dengan sistim administrasi sebagai rambu-rambu
- dalam pranata hukum.perilaku Jjahat seharusnya dapat
dicegah qengan sistim administrasi vyang ada namun
ternyata kenyataan lain.Sistim administrasi 1ini tidak
mampu untuk mendukuhg Proses nDencapalan tuiuan
tadi.Sistim vang dirunaken teoos vos audalh welali  antuk
diterchos  oleh peladu kajahatan. dan bahkan sistim itu
zendiri tidak mampu untuk membuktikan adanva pelanggaran

hukum tersebut.

Dapat dicontobkan di sini bahwa dalam kedjahatan
pertanahan khususnya masalah larangan pemilikan tanah
vang melebihi ambang batas vang diperkenankan,ternyata
gistim identifikasi veng ada dalam sistim administrasi
pertanahan tidak mampu untuk membuktikan adanva
pelangraran itu.Hal tersebut didulung dengan adanya

gigtim administrasi bukti diri (KTP) vang tidak tertib.

Satu norma awal vang turut berperan dalam
kejahatan pertanahan adalah bahwa dalam masalah bukti
diri (KTP) ,masavarakat menganggap hal . terasebut
sebagaisesuatu vang tidak begitu jahat.Hal premalsuan KTP
ataupun pemilikan ganda diterima dalam konteks
pelanggaran kecil saja,dan kurang adanya suatu pencelaan

atas perbuatan tersebut.




Akibat dari diterimanva atau vpaling tidak
dianutnya norma dalam masalah bulkti diri
- tersebut,kemudian hal ini berlanjut dalam proses
selanjutnya.Terlebih lagi dalam proses selanjutnyamemang
telah mepunggu satu proses tingkah laku dengan norma
ganda atau bahkan multi norma.Masyvarakat akan semakin

melihat hal itu sebagai proses vang memang tidak perlu

untuk dianggap sebagal jahat atau tercela.

Dari sudut sanksi sendiri ternyvata dalam hukum
pertanahan vang telah dikemukakan pada pembahasan di
awal makalah ini,ternyata hanva memberikan satu
pencelaan vang ringan sekali.Pencelaan vang dikenakan
terhadap perbuatan-perbuatan dalam kegiatan vang
dilakukan tersebut ternyata hanva dikategorikan sebagail
pelanggaran saja.Pencelaan vang hanvya memasukkan
perbuatan tersebut sebagal pelanggaran sajla atau mala
prohibita.tidak memberi penekanan bahwa hal Jitu suatu
vang memang Jahat dari asalnnva atau paling tidak kurang
memuunculkan adanya suatu nilat Jahat dari para

pelakunya.

Perilaku tersebut hanva ' dlanggap gebagal
sesuatu perbuatan yvang melanggar hukum karena perbuatan
tersebut dilarang atau diatur dalam hukum saja.Perilaku
Jahat tersebut lebih ditangkap dalam satu norma bahwa
perbuatan tersebut dilakukan kaena ketidak sengajaan

atau minimal karena ketidaktahuan saja akan
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hukumnya,padahal Jjika ditinjau lebih mendalam sulit
raganya untuk mengatakan bahwa didalamnva tidak ada niat

Jjahat sama sekali dari para pelalkunya.

Pelaku kejahatan pertanahan dalam . kualitas
/
aekeclil apapun tentu mempﬁnyai gatu niat Jjahat untuk
melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum,hanya saja
karena memasukil satu wilayah dengan norma yvang cukup
bebas vaitu norma perdata dan' administrasi,niat Jahat

tersebut mendadi kabur dan bhahkan ditransformasikan

sebagal suatu vang sah atau legal.

Pencelaan vyang sangat minim ini hahkan dikutil
premberian hukuman vang ringan rula.menvebabkan
masyarakat juga melihat hal demikian sebagai guatu vang
tidak Jahat tetapi hanyva satu pelanggaran administrasi
hiasa,dan menghilangkan unsur Jjahatnva dari perbuatan
tersebut.Norma vang ditangkapr oleh masyarakat ini
semalkin hari menjadi semakin melembaga.sehingga akhirnya
masyarakat mengganggap hal itu zebagai hal yang lumrah.

Beberapa faktor kriminogen di atas dapat

dijelaskan dalam satu skema berikut ini:.




KEBUTUHAN-=—— -~ e e RAMBU-RAMBU ADMINISTRASI
: ' PENCELAAN RINGAN

CARA-CARA : !
ILEGAL ! '
NIAT JAHAT ! TRANSFORMASI !
————————————————— T S
NORMA HUKUM PERDATA MASYARAKAT
NORMA PERIKATAN MENERIMA SEBAGAT

: ILEGAL TAPI BUKAN
' : KEJAHATAN

1 : ~

AKIBAT TIDAK MUNCUL l
SEKETIKA '

AKIBAT BARU TERASA
JIKA SUDAH BERSIFAT
KOMPULSIF

Kondisi demikian ini menempatkan pelaku kepadag

dava ketertarikan untuk melakukan keJjahatan pertanahanj
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tersebut,sebab 1a yang dulunya sudah mempunvai niat
Jahat menjadi merasa dimaafkan dengan satu struktur
sosial vyang menganggap dirinya bukan suatu hal yang
berjiwa Jahat.Jadi dalam kejahatan pertanahan ini faktor
kriminogennya Justru muncul dari struktur sosial dari
‘
masyarakat yang mampu mentransformasikan satu niat jahat
menjadi sgesuatu vang dapat diterima sebagai

pelanggaran administrasi hiasa saja.tanpa suatu

pencelaan vang memadail.
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IV.KESIMPULAN

Kejahatan pertanahan dewasa 1ini sudah merupakan
permasalahan sosial yang mengkhawatirkan,khususnya Jika
dikaitkan dengan refleksi kebutuhan tanah dalam masa
pembangunﬁn.Kejahatan pertanahan ini menjadi sesuatu
perilaku vang oleh masyarakat ditangkap sebagai suatu

hal yang kurang dicela,atau dengan lain perkataaan dapat

dianggap sebagal suatu vang tidak Jjashat.

Niat Jahat yang gesungguhnyva ada dalam diri
relaku mendapat perlakuan transformasi melalui struktur
sosial,yvang Juga didukung dengan pencelaanhukum vang
ringan.berubah menjadi suatu perbuatan vang kurang
bersifat kejahatan.Struktur s=sosial memnegang peran
mengubah perilaku inil menjadl sesuatu vang bukan Jahat
karena didukung norma vang dimasuki perilaku ini adalah
norma hukum perdata yvang memang kurang atau bahkan tidak
memunculkan pencelaan serta tidak memnunculkan aspek
fungsi ﬂoaial dan fungsi umum.Penekenan individu dalam
norma hukum perdata inl semakin memperberat kondisi
ini,sehingga akhirnya perilakujahat ini lebih banvak
ditangkapr sebagal suatu perbuatan perdata daripada
perbuatan Jahat.Sehingga faktor kriminocgennva Justru
terbentuk melalui  struktur sosial masvarakat baik
melalui hukumnva maupun karena adanya proses sosial vang
tidak terlalu mampu membuktikan adanyas suatu tindak

jahat.
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